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BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANGPENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI TANAH DATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang ................



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan:
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ.x
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajix
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomn
549535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan:
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republis
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimarn.
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan:
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan keduw
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanyg
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nom
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tlentan.
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan der
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembare:
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom:
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakl:
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerint: -
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler d: -
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakil:
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentai
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar: -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4x
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Noin o
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peratur:-
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubah: -
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20053 tentany
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembare:
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanc
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesi~
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negarz
Kepublik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan ........ ..



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturar
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republit
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar::
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta::
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar:ar
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinte?
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2006 Nom
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanis
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta-
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daer:.:
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanc
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar: .
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ta::
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungute
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega:
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahe.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentanc
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republ k
Indonesia Tahun 2010 Ncmor 123, Tambahan lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetape:
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajex
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomu:
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsix
Nomer 5179);

23 Peraturan .............



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar«
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibz
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor ©6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar=
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telan
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahur
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinter
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanas:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dese
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomd:
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telak
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentanc
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 13 Tahun 20Ct
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengen
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 21 Tahun 201!
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negers Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daeral,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja  Penunjang Operasional Pimpinan  Dewas
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 61 Tahun 200
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Ncegern Nomor 20 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Aloka-s:
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger:
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

32. Peraturan ............. .



32.

34.

35.

36.

37.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201} ]
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj:
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturer
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5.
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah der
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggarer
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 27 Tahun 20
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan der
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahu:
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahu:
2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanc:
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor S Tahu.~
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjad
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembarar
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Ser
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Talte
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanch
Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahuir
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupater
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datin
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubar
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nom
3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daer«r
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tenta:
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Data:
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20i.
Nomor 3 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahuir
2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipa:i
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 201¢
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahu::

2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerj-
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Raky.
Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tane.
Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri DjJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Taht
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ker;
Dinas Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Data
Tahun 2010 Nomor 2 Seri DJ;

472 Peraturan ........ ..



42.

43.

44.

Gt

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor U
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta'-
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangune:
Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah  Datar
Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor !
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta:=
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerer
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta:.
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupat:
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Dat.:
Tahun 2010 Nomor 5 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahu-
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupat::
Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimane«
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanal
Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 20171
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanat
Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembar:
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor
Ser1 C );

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembarar
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor .
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahu:
2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintatl
Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangun:r
Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupater
Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor (-
Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertent:
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20 -
Nomor 3 Seri C );

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahu:
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer:t
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupate:
Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahi:
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan d::
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerat
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 2 Seri A);

52, Peraturan .. .



52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1.  Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

Tidak Langsung

Rp
Rp

99.694.236 762,69
728.271773.419,00
176.754.129 984,00

CEA e m Pegawal Rp 611.719 886.606,00
i 2ziania Hibah Rp 12.067.884.397,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 21.204 348.140,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp 58.271.500,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 39.425 228 981,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp 93.500.0C0,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 34.957 476.143,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 128.434.437.611,00

3) Belanja Modal Rp 123.046.706.609,00
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
3. Pembiavaan
a. Penerimaan Rp 101.643 461 408,27

b. Pengelmaran

Jumlah Pemnbiayaan Neto

16.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Koreksi SILPA (BLUD)

SILPA setelah koreksi

Rp 1.004.720 140 103 69
Rp 684.569.119.124 00
Rp 286.438.620.363.00
Rp 971.007.739.987.00
Rp 33.712.400 7869
Rp 85.643.46: -u& 27
Rp 119.355.861 =f 96
Rp 6.645.81% ih4 96
Rp 112.710.042. 122 96

...............



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal S Agustus 2015

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE
Diundangkan di Batusangkar

Padatanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd
HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 26

esuai dengan aslinya
glann Hukum dan HAM




